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BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR   5   TAHUN 2016

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH 

AIR MINUM KABUPATEN TANA TORAJA DALAM BENTUK NON KAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang    :   bahwa  untuk melaksanakan  ketentuan  Pasal  3  ayat  (2) 
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor   48  Tahun  2016 
tentang  Pedoman  Penerimaan  Hibah  dari  Pemerintah  Pusat 
kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah 
Daerah  kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dalam Rangka 
Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada 
Pemerintah  Pusat  Secara  Non  Kas,  perlu  membentuk 
Peraturan  Daerah  tentang  Penyertaan  Modal  Pemerintah 
Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tana 
Toraja Dalam BentukNon Kas;

Mengingat :   1.  Pasal  18  ayat  (6)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2003 tentang  Keuangan 
Negara  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun  2003 
Nomor  47,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia 
Nomor 4286);

3. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004 tentang 
Perbendaharaan  Negara  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun  2011  Nomor  82,  Tambahan  Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  5587)  sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali, 
terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015 
tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik  Indonesia  Tahun  2015  Nomor  58,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-
Undang  Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 2016;

7. Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun  2005 tentang 
Pengembangan  Sistem  Penyediaan  Air  Minum  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490 );

8. Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun2012  tentang  Hibah 
Daerah (Lembaran Negara  Republik Indonesia  Tahun 2012 
Nomor  5,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 5272);

9. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Kuangan Daerah, sebagaimana 
telah  diubah  beberapa  kali,  terakhir  dengan Peraturan 
Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 21  Tahun  2011  tentang 
Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri 
Nomor  13  tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan 
Keuangan Daerah;

10. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  52 Tahun  2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

11. Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia 
Nomor31/PMK.05/2016  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara 
Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan 
Pinjaman  Luar  Negeri,  Rekening  Dana Investasi,  dan 
Rekening Pembangunan Daerah pada PDAM (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 280);

12. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri   Nomor  48  Tahun  2016 
tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat 
kepada  Pemerintah  Daerah  dan  Penyertaan  Modal  Daerah 
kepada  Perusahaan  Daerah  Air  Minum  Dalam  Rangka 
Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada 
Pemerintah Pusat secara Non Kas;



-3-

13. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Daerah  Tingkat II  Tana Toraja 
Nomor  3 tahun 1985 tentang Pendirian Perusahaan Daerah 
Air Minum  Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja;

14. Peraturan  Daerah Kabupaten Tana Toraja  Nomor  1  Tahun 
2011  tentang  Organ dan Kepegawaian  Perusahaan Daerah 
Air Minum Kabupaten Tana Toraja;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

dan

BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  :  PERATURAN   DAERAH  TENTANG  PENYERTAAN  MODAL 
PEMERINTAH  DAERAH  PADA  PERUSAHAAN  DAERAH  AIR 
MINUM  KABUPATEN  TANA  TORAJA  DALAM  BENTUK  NON 
KAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam  Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah  Pusat  adalah  Presiden  Republik  Indonesia  yang  memegang 
kekuasaan  pemerintahan  negara  Republik  Indonesia  yang  dibantu  oleh 
Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
3. Pemerintah  Daerah  adalah  Bupati  sebagai  unsur  penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat  DPRD adalah 

Lembaga  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Tana  Toraja  yang 
berkedudukan  sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan 
disetujui  bersama  oleh  Pemerintah  Daerah  dan  DPRD,  dan  ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah.

7. Perusahaan Daerah Air  Minum selanjutnya disebut PDAM adalah Badan 
Usaha Milik Daerah sebagai penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum.

8. Modal  Daerah  adalah  semua  kekayaan  atau  barang  daerah  baik  yang 
dimiliki  atau  dikuasai  oleh  Pemerintah  Daerah  yang  berwujud  maupun 
yang  tidak  berwujud,  yang  bergerak  maupun  yang  tidak  bergerak  serta 
bagian-bagian ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, 
dihitung, diukur atau ditimbang.
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9. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada 
PDAM.

10. Penyelesaian  Hutang  PDAM  adalah  pelunasan  hutang  yang  dilakukan 
pemerintah  pusat  melalui  cara  hibah  dari  pemerintah  pusat  kepada 
pemerintah daerah sebagai  penyertaan modal  pemerintah daerah kepada 
PDAM secara Non Kas untuk dikonversi dengan hutang PDAM.

11. Auditor independen atau akuntan publik adalah auditor atau akuntan yang 
melakukan  fungsi  pengauditan  atas  laporan  keuangan  yang  diterbitkan 
oleh perusahaan.

12. Pembiayaan  Daerah  adalah  semua  penerimaan  yang  perlu  dibayarkan 
kembali  dan/atau  pengeluaran  yang  akan  diterima  baik  pada  tahun 
anggaran berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

BAB II
MAKSUD DAN  TUJUAN 

Pasal  2

Maksud Penyertaan Modal Daerah pada PDAM adalah untuk mengoptimalkan 
upaya perbaikan kondisi keuangan PDAM.

Pasal  3

Tujuan  Penyertaan  Modal  daerah  adalah  penyelesaian  piutang  negara  pada 
PDAM yang bersumber dari  penerusan pinjaman luar negeri,  rekening dana 
investasi dan rekening pembangunan daerah.

BAB III
BENTUK DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

(1) Pemerintah  Daerah  melakukan  penyertaan  Modal  Daerah  pada  PDAM 
dalam bentuk  non kas.

(2) Besaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM dalam bentuk 
non  kas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  ditetapkan  sebesar 
Rp.25.398.496.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh 
Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah).

(3) Ketentuan lebih lanjut  mengenai  syarat  dan tata cara penyertaan modal 
Pemerintah  Daerah  kepada  PDAM  dalam  bentuk  non  Kas  sebagaimana 
dmaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENGENDALIAN

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Pasal 5

Dalam upaya  mendorong   peningkatan  pelayanan kepada  masyarakat  serta 
peningkatan kenerja, PDAM wajib:

a. meningkatkan  kemampuan,  kompetensi  dan  komitmen  sumber  daya 
manusia;
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b. meningkatkan  kemampuan  untuk  melaksanakan  strategi  bisnis  dalam 
rangka persaingan usaha yang sehat;

c. melakukan aliansi strategis untuk meningkatkan kinerja dan produktifitas 
usaha.

Pasal 6

(1) Dalam upaya  melakukan  pengendalian,  PDAM wajib  melaporkan  Neraca 
dan  perhitungan  Laba/Rugi  Tahunan  yang  telah  diaudit  oleh  auditor 
independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Laporan Neraca dan Perhitungan Laba/rugi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun.

(3) Laporan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  disampaikan oleh  Bupati 
kepada DPRD.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan  Bupati  sebagai  peraturan pelaksanaan dari  Peraturan  Daerah  ini 
ditetapkan  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  sejak  ditetapkannya  Peraturan 
Daerah ini.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar  setiap  orang  mengetahuinya,memerintahkan  pengundangan  Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana 
Toraja.

Ditetapkan di   Makale
pada tanggal 31 Oktober 2016

BUPATI  TANA TORAJA,

              Ttd.

NICODEMUS BIRINGKANAE
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Diundangkan di  Makale
pada tanggal     31 Oktober  2016 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

                                  Ttd.

ENOS KAROMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2016  NOMOR  05

NOREG  PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  TANA  TORAJA,  PROVINSI 
SULAWESI SELATAN: NOMOR  B.HK.HAM.5.168.16  TAHUN 2016

PENJELASAN 

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR   5    TAHUN 2016

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM 

KABUPATEN TANA TORAJA

I. UMUM

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2015 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, 
Pemerintah  akan  memberikan  hibah  kepada  Pemerintah  Daerah  dalam 
bentuk non kas untuk digunakan sebagai dasar penyertaan modal kepada 
Perusahaan  Daerah  Air  Minum  (PDAM)  dalam  rangka  mengoptimalkan 
perbaikan kondisi keuangan PDAM dan penyelesaian piutang Negara pada 
PDAM yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri, rekening dana 
investasi dan rekening pembangunan daerah.

Sebagai dasar hukum untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan 
PDAM terkait mekanisme dan Tata cara penerimaan hibah dari Pemerintah 
Pusat  kepada Pemerintah Daerah,  dan penyertaan modal  daerah kepada 
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PDAM, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 
2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada 
Pemerintah  Daerah,  dan  Penyertaan  Modal  Pemerintah  Daerah  kepada 
Perusahaan  Daerah  Air  Minum,  dandalam  Rangka  Penyelesaian  Hutang 
Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas. 

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini 
dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

a. asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah 
dibidang Investasi Pemerintah dilaksanakan oleh Bupati, Kepala SKPD, 
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, 
dan  Badan  Usaha  sesuai  fungsi,  wewenang,  dan  tanggung  jawab 
masing-masing;

b. asas  kepastian  hukum,  yaitu  penyertaan  modal  daerah  harus 
dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku;

c. asas efisiensi, yaitu penyertaan modal diarahkan agar dana penyertaan 
modal  digunakan  sesuai  batasan-batasan  standar  kebutuhan  yang 
diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan 
fungsi pemerintahan secara optimal;

d. asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal daerah harus 
dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  rakyat  dengan  memperhatikan 
rasa keadilan dan kepatutan; dan

e. asas kepastian nilai, yaitu penyertaan modal daerah harus didukung oleh 
adanya  ketepatan  jumlah  dan  nilai  yang  disertakan  dalam  rangka 
optimalisasi  pemanfaatan  dana  dan  penyusunan  laporan  keuangan 
Pemerintahan Daerah.

Dalam pelaksanaan penyertaan modal tersebut harus disesuaikan dengan 
naskah  hibah  dari  Pemerintah  Pusat  kepada  Pemerintah  Daerah  dan 
kebutuhan  perusahaan  serta  berdasarkan  pada  ketentuan  peraturan 
perundang-undangan, sehingga dalam upaya memenuhi ketentuan tersebut 
Pemerintah Kabupaten Tana Toraja membentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
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Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR  15


